
BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 9 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI, SERTA TATA l<ERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

ASET PENDUKUNG OBJ EK PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA 
KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 2 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan KJasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Aset Pendukung Objek Pariwisata pada Dinas Pariwisata 
Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republjk Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 



Memperhatikan 

Menetapkan : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te~tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah d1ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republi.k Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Ka bu paten Rejang Le bong Tahun 2016 Nomor 118). 

l. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ...... Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong (Serita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor .... ...... ); 
2. Surat Gubemur Bengkulu Nomor : 061/ 1093/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal : Rekornendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI' SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ASET PENDUKUNG OBJEK PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai uns ur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adaJah Bupati Rejang Lebong. 
5. Perangkat Daerah adaJah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang lerdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

6. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adaJah Dinas Pariwisata 
Kabupaten Rcjang Lebong. 

7. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut KepaJa Dinas adalah 
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong. 

8. Sekretaris Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah 
Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Aset Pendukung Objek Pariwisata yang 
selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional pada Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong. 

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Aset Pendukung Objek Pariwisata yang 
selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Aset Pendukung Objek Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten 
Rejang Lebong. 

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Aset Pendukung Objek Pariwisata. 

12. Togas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis 
tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. 

14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

16. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin s ua tu satuan organisasi negara. 

3 



BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Aset Pendukung Objek Pariwisata 

pada Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong, dengan kJasifikasi UPTD 

Kelas A. 

BAB lJJ 
WILAYAH KERJA 

Pasal 3 

Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah : 

1. Danau Mas Harun Bastari: 
2. Su ban Air Panas; 
3. Bukit Kaba; 
4. Danau Talang Kering; 
5. Air Terjun Desa Beringin Tiga; 
6. Air Terjun Curup Embun Belitar Seberang; 
7. Air Terjun Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi; 

8. Air Terjun Desa Cahaya Negeri Kecamatan Binduriang; 

9. Air Terjun Tangga Seribu Desa Kepala Curup; 

10. Air Terjun Sekudun Desa Kepala Curup; 
11. Air Terjun/ Gua Beraput Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu; 

12. Air Terjun Sungai NapaJ Desa Lubuk Alai; 
13. Air Terjun Angin Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Kota Padang; 

14. Air Terjun dan Gua Desa Suka Merindu Kecamatan Kot.a Padang; 

15. Air Terjun Bertingkat Desa Bangun Jaya Kecamatan Bermani Ulu Raya; 

16. Gedung Diklat dan Villa Danau Mas Harun Bastari; dan 

17. Objek Wisata Jainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

BABIV 
KEDUDUKAN 

Pasal 4 

(1) UPTD merupakan unsur kegiatan teknis operasionaJ Dinas sesuai dengan 

bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan . 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 

Perangkat Daerah. 

BABV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari : 
a . Kepala UPTD; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan F'ungsional. 

(2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ten:antum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati in i. 
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BABVI 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasal 6 

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 

bidang pengelolaan aset pendukung objek wisata. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 

UPTD mempunyai fungsi : 
a. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

pendapatan aset pendukung objek wisata; 
b. pelaksanaan pemberian pelayanan dan infonnasi pengolahan pendapatan 

objek wisata; 
c. pelaksanaan identifikasi dan pengujian pendapatan objek wisata; 

d. penyusunan rencana program UPTD; 
e. perencanaan, penyelenggaraan dan penetapan pungutan yang 

berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 

f. pengumpulan dan penyusunan data tentang sumber - sumber 

pendapatan objek wisata yang berasal dari pungutan retribusi dan 

perizinan tempat usaha di objek wisata; 
g. penganalisaan data untuk penyusunan telaah dalam rangka 

meningkatkan daya guna sumber - sumber pendapatan yang potensial; 

h . pemantauan penyebaran penggunaan karcis penerimaan retribusi; 

i. pembuatan dan penyelenggaraan buku register wajib bayar retribusi dan 

perizinan tempat usaha di objek wisata; 
j . pelaksanaan tindakan penerimaan dan penagihan retribusi sesuai dengan 

peraturan perundang - undangan yang berlaku; 
k. pengoordinasian para petugas pemungut dalam melaksanakan tugas; 

I. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan 

pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan aset pendukung objek wisata; 
m. penyampaian saran dan infonnasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan 

kebijakan lebih Janjut; 
n. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala 

Dinas; dan 
o. pelaksanaan fungsi Iainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 

(!) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan 

UPTD. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {I), Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD; 

b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD; 

c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan 

pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD; 
d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban 

UPTD; 
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7 
/. penyusunan. •.an p;ngoonfoasian prngc= k,rja yang beckaitan dengan 

/ btdang admm1stras1 dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, 
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 

f. penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengelola kearsipan dan 
dokumentasi; 

g. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di 
lingkungan UPTD; 

h. penyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD; 
i. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran UPTD; 
j. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di 

lingkungan UPTD; 
k. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan 

UPTD· 
I. pemb~atan laporan inventarisasi barang - barang inventaris di 

lingkungan UPTD; 
m. penyampa.ian saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD di bidang 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta ketatausahaan lainnya; 
n . pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD; dan 
o. pelaksanaan fungsi la.innya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, tercliri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan 
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebaga.imana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebaga.imana dimaksud pada ayat (1). ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

BAB VII 
KEPEGA W AIAN 

Pasal 9 

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional, diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas. 
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan 

pengawas. 
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BAB VIII 
TATA KERJA 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing UPTD maupun 
dengan perangkat daerah lain yang ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi 
UPTD. 

(2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan 
masing-masing UPTD. 

(3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan 
pengawasan di lingkungan masing-masing UPTD serta mengambil langkah­
langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

(1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya 
secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala UPTD wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan 
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan 
saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan lebih 
lanjut. 

BAB IX 
PEMBLAYAAN 

Pasal 13 

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD 
Kabupaten Rejang Lebong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan F'ungsional dan pelaksana pada UPTD yang 
lama, ~etap mend~duki jabatanny~ serta melaksanakan tugas dan fungsinya sampa1 dengan d1tetapkannya peJabat yang definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB XI 
PENUTUP 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang 
LA:bong Nomor 31 Tahun 201 l_ t~ntang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada 
D_mas Kebu~ayaan dan Panw1sata Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dmyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 16 

Hal-haJ yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Diundangkan di Curup 
Pad a tanggal % 07,wor ,' 

H. R. A. DENNI 

2018 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal ?-( Qdnucu,· 2018 

BUPATI REJANG LEBONG, 

H.~ 

-~ARA~ 

~:~=SI~ 
I
; __ _' .·•.~·~• I ~t 
I ► , ·; I - - - I 

L·I .' :. " : •• - -· .1 l. 
- - ·- - \ 

BERJTA DAERAH KABUPATEN RE.JANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 'f5:J 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR :J TAHUN 2018 
TANGGAL J.o a~ 2018 

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAII ASET PENDUKUNG OBJEK PARIWISATA PADA DIMAS PARIWISATA 
KABUPATEN REJANG LEBONG 

KEPALA 
UPTD 

KEPALA SUB BAGIAN 1---------t TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
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BUPATI RE.JANG LEBONG, 

• ·1 
. -~ 



 


